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ABSTRACT

The DKI Jakarta 1983-2005 Spatial Plan faces many challenges and changes in its implementation due 1o the
rpid growth of Jakaria. These changes are characterized by the development of planning paradigm which
influences the formulation of the Spatiai Pian, and also the Levw No. 24/1992 on Spatial Plan. These phenomenon
is the basis for the re-oviemtation in formulating the DKI Jakarta development plan.

I. Rencana Umum Tata Ruang
Jakarta 1985-2605

Dalam  pengembangan Rencana Induk
Dijakarta 1965-1985, maka Pemerintah
Daerah  Khusus lbukota Jakarta telah
mempersiapkan rencana kota untuk peri-
ode berikutnya. Dengan masih mengacu
kepada SVO 948 dan SVV 1949 serta
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Pe-
nyusunan Rencana Kota, pada tahun 1985
telah  dapat  diselesaikan rencana kota
sebagai kelanjutan dari Rencana Induk
Kota 1965-1985. Rencana kota ini dikenal
sebagai Rencana Umum Tata Ruang
(RUTR} Jakarta 1985-2005 vang telah
ditetapkan dan disahkan sebagai pedoman
pengarahan pembangunan kota dengan
Peraturan Dacrah DK Jakarta No.5 Tahun
1984, RUTR ini wawasannya [ebih
menyeluruh  menyangkut  aspek  sosial
ekonomi, sosial budaya serta perwu-
ludannya dalam pola tata rvang kota. Di
dalam RUTR ini terkandung arahan dan
kebijaksanaan pengembangan kota, pe-
nyebaran dan pola kepadatan penduduk
kota, tempat bekerja, serta program dan
target sektor-sektor pembangunan kota. Di
dalam  RUTR int  juga ditetapkan
mengenai tahap-tahap pelaksanaan pem-
bangunan kota, pedoman implementasi,
tahap-tahap pelaksanaan pembangunan 10
sektor  kota, perencanaan  pembiayaan
pembangunan kota serta cara-cara cva-
fuasi rencana kota.
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Dalam lingkup regional RUTR Jakarta
1985-2005 ini telah diintegrasikan dengan
Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah
Jabotabek. Dengan demikian maka sesuai
dengan konsep utama pengembangan
wilayah Jabotabek, pengembangan Jakarta
lebih ditekankan kepada pengembangan
sumbt  Barat-Timur untuk mengurangi
beban lingkungan yang mungkin dialami
di bagian wilayah sebelah Selatan, Untuk
menyecbarkan pusat-pusat pelayanan kota
utama maka di datlam RUTR ini juga telah
digariskan usaha untuk mengembangkan
sentra-sentra kota dari berbagai hirarki
yaitu sentra primer, sentra sekunder dan
sentra tersier.

Sebagai alat untuk pedoman pelaksanaan
fisik pembangunan kota, maka RUTR ini
dijabarkan kepada rencana untuk bagian-
bagian wilayah kota yang meliputi 43
bagian wilayah kota. Rencana ini me-
rupakan rincian dari RUTR yang disebut
scbagai Rencana Bagian Wilayah Kota
(RBWK) yang pada dasarnya mencakup
suatu wilayah Kecamatan. RBWK  ini
ditetapkan sebagai Peraturan Daerah
Jakarta No.3 Tahun {987 tentang Rencana
Bagian Wilayah Kota Jakarta. RBWK
yang lingkup teritorialnya mencakup
wilayah kecamatan memuat target-target
vang berdasarkan kepada tiga unsur
pokok, vaitu kependudukan di masing-
masing BWK, penyediaan lapangan kerja,
serta  kebijaksanaan scktor-sektor per-
kotaan yang mendukung kebutehan kota
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yaitu meliputi 9 sektor pembangunan kota,
yaitu 1) Perumahan, Perdagangan dan
Jasa; 2) Transportasi, industri: 3) Peru-
mahan; 4)Fasilitas Umum; 5) Air Bersih
dan Sumber Air Baku; 6) Sanitasi kota; 7)
Utilitas Umum Kota; 8) Ruang Terbuka
dan Pusat Rekreasi; dan 9) Rencana
Pengendalian Banjir dan Drainase Kota.

Sebagai pedoman di dalam pelaksanaan
pembangunan fisik kota maka RBWK ini
dijabarkan untek setiap kawasan fung-
sional kota dalam bentuk Rencana Ter-
perinci Kota (RTK) vang selanjutnya
dirinci lagi pada tingkatan unsur-unsur
fisik kotanya dalam Rencana Unsur Koia
(RUK).

I1. Perkembangan Kota Jakarta

Era globalisasi dalam perckonomian,
sosial budaya dan sosial politik telah
berpengaruh sangat besar kepada kota-
kota besar di negara-negara berkembang.
DK Jakarta sebagai salah satu metropolis
maju di kawasan Asia Tenggara tidak
terlepas dari pengaruh tersebul. Fungsi
dan kemampuan kota Jakarta yang telah
menerima berbagai perubahan global ter-
sebut mendorong kota ini untuk senantiasa
dapat mengikuti dinamika perkembangan
yang demikian pesat. Menanggapi peru-
bahan initlah kemudian sejak sepuluh
tahun terakhir ini Jakarta telah mengalami
suatu perkembangan dan pertumbuhan
yang sangat pesat pula. Data PDRB
menurut fapangan usaha 1993 dan 1994
menunjukkan struktur dan laju pertum-
buhan yang cukup tinggi pada sektor in-
dustri, khususnya industri pengolahan
(21,96% dengan laju 10,80% per tahun),
dan sektor jasa, khususnya perdagangan
(21,99% dengan laju 7.45% per tahun)
dan lembaga keuangan (15.24% dengan
laju 12,58% per tahun). Kondisi tersebut
telah mendekati dan bahkan beberapa
diantaranya melewati angka yang dipro-
yeksikan untuk tahun 1998 (Akhir
Repelita VI).

Sementara itu tingkat pertumbuhan jumlah
penduduk DKI Jakarta masth dirasakan
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sangat tinggi, sekitar 2,13 % per tahun
selama kurun waktu 1990-1994, walaupun
relatif lebih rendah jika dibandingkan
dengan Botabek yang dalam kurun waktu
yang sama pertumbuhannya mencapai
4,59% per tahun. Harus diingat bahwa
sebagian penduduk Botabek tersebut
setiap harinya bekerja dan beraktivitas di
DKI Jakarta. Angka pertumbuhan yang
sebesar 2,13 % per tahun untuk DKI
tersebut juga sangat unik, karena adanya
penurunan  jumiah  penduduk sebesar
1.88% per tahun di wilayah Jakarta Pusat
untuk  kurun  waktu  1990.1994  yang
menunjukkan bahwa strokter distribusi
kependudukan di DKI Jakarta berubah
dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya
mempunyai konsekuensi kepada perubah-
an di berbagai bidang. Sccara fisik maka
perubahan-perubahan ini biasanya meru-
pakan ‘perwujudan’ dari konsekuensi
perkembangan dan perubahan-perubahan
tersebut. Perkembangan yang terjadi saat
ini dan di masa datang, akhirnya menuntut
Jakarta untuk dikembangkan sebagai kota
modern. Dengan perkembangan yang
demikian cepat dibarengi dengan keter-
batasan ruang, maka Jakarta telah
mengembangkan peningkatan intensitas
pemanfaatan lahan pada beberapa wilayah
stratepis antaranya wilayah segitiga emas
Jakarta.

Lebih lanjut Jakarta juga telah mulai
mengembangkan beberapa kawasan fung-
sional dengan pola superblock. Tiga
kawasan yang akan dikembangkan dalam
pola superblock di Jakarta adalah Sudir-
man CBD di wilayah Jenderal Sudirman;
Kawasan Pembangunan Terpadu Kuning-
an Center di Wilayah Rasuna Said dan
Superblock Senayan. Disamping itu suatu
pengembangan  kotabaru dalam  kota
(newtown in lown) bandar Kema-yoran
merupakan salah  satu implikasi dari
perkembangan kota lakarta yang meru-
pakan tanggapan terhadap perkembangan
baru yang berfungsi sebagai pusat kegi-
atan komersial dan tempat tinggal kota
yang menunjang kegiatan perkotaan maka
pengembangan perumahan tipe aparte-
men/kondominium akan merupakan salah
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satu bentuk pengadaan tempat tinggal di
Jakarta. Untuk masyarakat menengah ke
bawah maka peningkatan kualitas kehi-
dupan melahni  perbaikan  perumahan-
perumahan kumuh juga akan merupakan
salah satu komponen kota Jakarta. Untuk
ini maka penyediaan utilitas umum kota
seperti air bersih, sanitasi, drainase, listrik,
telepon juga akan memerfukan teknologi
vang sesual.

Keterbatasan ruang serta hubungannya
dengan usaha pengembangan kota berian-
jut dengan pelestarian sumberdaya alam di
bagian Selatan Jakarta, maka pengem-
bangan Jakarta ke sehelah sclatan akan
dibatasi. Potensi perkembangan ke Utara
dart beberapa kegiatan yang sudah ber-
Jalan saat ini serta tanggap terhadap keter-
batasan dan menghadapi dinamika per-
kembangan Jakarta yang demikian pesat,
maka kecenderungan pengembangan kota
ke arah Utara akan menjadi arahan per-
kembangan kota Jakarta di masa datang.

Mengingat berbagai keterbatasan tersebut
saat ini juga sedang dalam penjajagan dan
perencanaan untuk mengembangkan wila-
yah Utara ini sebagai suate wilayah
pengembangan kota terpadu vaitu dalam
kerangka pengembangan Waterfront City
dengan suatu reklamasi termasuk pengem-
bangan harbowr city Tanjung Priok yang
merupakan rangkaian bentangan pantai
utara dari Barat ke Timur dalam program
pengembangan terpadu Pantura - Pantai
Utara DKI Jakarta yang akan mencakup
wilayah seluas kira-kira 3000 sampai 4000
hektar,

Dari  segi perangkutan dan prasarana
Jarimgan pergerakan maka Jakarta telah
membangun jalan-jalan bebas hambatan
kota yang menghubungkan bagian-bagian
kota Jakarta termasuk jalan lingkar luar
vang akan memperlancar sumbu Barat-
Timur Jakarta. Untuk sarana perangkutan
umum Jakarta akan mengembangkan
MRTS (Muass Rapid Transit System) atau
Sistem Anghutan Umum Massal (SAUM)
dalam bentuk berbagai macam moda
perangkutan. Dalam hubungan ini telah
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dikembangkan juga kemungkinan pe-
ngembangan jaringan transport kota di
bawah tanah.

Untuk menunjang kebutuhan perangkutan
ini juga telah dikembangkan kemungkinan
pengembangan adanya suatu  Terminal
Terpadu di Manggarai.

D1 Masa yang akan datang Jakarta akan
memperkuat fungsi utamanya sebagai
Kota Jasa atau Service City yang
diwujudkan dalam peranannya sebagai
pusat pemerintahan nasional, pemerin-
tahan daerah, penyedia komoditas jasa
untuk kegiatan komersial, perkantoran,
perbankan, jasa distribusi produksi nasio-
nal dan internasional, jasa informasi dan
sarana berbagat jasa lokal dan regional.

Dalam hubungan fungsi ini maka Kota
Jakarta akan berfungsi sebagai :

Pertama  Pusat kekuatan politik  di-
mana terdapat tempat kedu-
dukan pusat pemerintahan
nasional dan perwakilan-per-
wakilan internasional serta
merupakan tempat terpusat-
nya berbagai instansi peme-
rintah.

Kedua Pusat kedudukan berbagai
kelembagaan yang kegiatan
dan kepentingannnya berhu-
bungan dengan pemerintah
nasional termasuk berbagai
organisasi masayakar dan
usaha. Pada kota dunia tidak
terpusat  kegiatan  industri
yang berproduksi tetapi di
sini berlokasi kantor-kantor
pusat  perusahaan industri.
Jakarta akan merupakan kota
unggul dalam bidang perban-
kan dan finansial negara
tempat berlokasinya pusat
perbankan, bank-bank da-
gang, perkantoran asuransi
dan perkantoran finansial dan
aswransi khusus.
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Ketiga Jakarta  juga  merupakan
tempat  kedudukan kekuatan
kegiatan perdagangan baik
kegiatan perdagangan eceran
(retail trade); perdagangan
grosiran (wholesale  trade)
maupun perdagangan inter-
nasional.

Sehubungan dengan  fungsi ini maka
Jakarta akan menjadi pusat pelabuhan
samudera utama yang dapat dan mampu
menerima berbagai komoditi import dari
ncgara lain serta mendistribusikannya ke

berbagai bagian di dalam negeri dan seba- -

Liknya menampung berbagai komoditi
produkst dalam negeri untuk  meng-
ekspornya ke mancanegara. Di dalam Pu-
tau Jawa sendiri jaringan perhubungan
darat seperti jalan raya dan kereta terpan-
car ke dan terpusatl dan berbagail bagian
wilayah. Pelabuhan udara vang mempu-
nyai jangkauan domestik dan internasional
juga terpusat di Jakarta.

indikasi ke arah ini telah dapat dilihat di
dalam visi perkembangan Jakarta di dalam
mempersiapkan peranannya yang berkem-
bang di masa datang. Di dalam upaya un-
tuk menuju kepada fujuan terschui maka
implikasinya adalah terhadap berbagai
hentuk perubahan dan perkembangan kota
vang tidak dapat dikindar.

Faktor-faktor vang berpengaruls di masa
mendatang ini akan menjadi paradigma
baru dalam perkembangan kota Jakata.
Dengan sendirinva perfu dipikirkan lagi
suatu perencanaan tata ruang bagi Jakarta
vang sesuai dengan perkembangan para-
digma pembangunan  kota vapng baru
tersebut.

IEL. Pemikiran Dasar Perencanaan Tata
Ruang Wilayah DKI Jakarta dan
Sistem Perencanazn

Perencanaan (PMlanning) adalah hal utama
vang perlu dilakukan di dalam penataan
kota. hampir semua pihak dapat membuat
perencanaan.  baik  pihak  pemerintah,
pengusalia  industri dan perniagaan.
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lembaga-lembaga sosial, budaya, keaga-
maan, politik maupun secara perorangan
fpribadi. Namun demikian, perencanaan
tetap sultt untuk didefinisikan. Kita dapat
memahami perencanaan, datam pengertian
perencanaan sebagai lingkup kegiatan
masyarakat luas (“public domain™), dari
beberapa kelengkapan/atribut pemikiran:
(a)} berorieniast ke masa depan (future
oriented); (b} berkesinambungan (confi-
mnuous); (¢} disusun  berdasarkan fakta
yang nyata; (d) berwawasan komprehensif
(lengkap dan menyeluruh); (e) mencip-
takan peluang untuk melakukan koordi-
nasi; () dapat melakukan maksimasi
peluang untuk mencapai  kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan.

Paradigma Penataan Kota, vaitu gagasan
/pemikiran-pemikiran  vang merupakan
kerangka berpikir berbentuk model atau
konsep perencanaan tata ruang yang dija-
dikan acuan bagi pembangunan tata ruang
kota pada suatu kurun waktu ter-tentu,
telah mengalami banyak per-geseran dan
waktu ke wakfi. Pada awal perencanaan
kota madern, kita mengenal percaturan
berbagai paradigma: “ciry becutifud, mas-
ter planning, the park movement, housing
reform. social reform, settlement houses |
and mugiicipal refornt™ merupakan ga-
gasan  yang  dijadikan  acvan  sampai
dengan tahun [920-an. Kemudian, pada
periode selanjuinya tercapai ke-sepakatan
bentuk orientasi perencanaan kota menuju
konsep tata guna lahan yang kompre-
hensif; kewenangan perencanaan dan
zoning sangat diperlukan yang kemu-dian
melahirkan dasar hukom tata guna lahan
sehagi fungsi dari pemerintahan kota.
Penelitian-penelitian dan teori “problem-
solving”  yang berdasarkan pendekatan
“rarional-comprehensive” dan  diperkuat
dengan pendekatan para pakar ilmu sosial,
kemudian memberikan artikulasi pada pa-
radigma yang muncul pada tahun 1950-an.
Akan tetapi pada tahun 1960 sampai {970,
perencanaan kota mengalami gejala pa-
radoks karena ketidakmampuan untuk
memperkirakan perubahan sosial politik.
Sejak  itu Kemu-dian muncul  berbagai
paradigma perencanaan kota dan berbagai
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“school of thought” vang berupaya
mencari jawaban yang paling tepat. Akhir-
akhir ini muncul fragmentasi pemikiran
yang makin me-luas, adanya silang
pendapat dari berbagai pakar, hampir
tidak ada lagi pembatas yang jelas antara
satu profesi dengan profesi lainnya,
mewabahnya beberapa pedoman/petunjuk
pelaksanaan teknis dan rumusan teori
yang mengganggu, dan konsepsi peren-
canaan sosial yang diajukan lewat mashab
“policy analysis™.

Gambaran tersebut di atas adalah kondisi
perencanaan pembangunan kota di negara
maju. Perlu dicatat bahwa karakteristik
perkotaannya adalah perkembangan kota
yang relatif’ lambat, tingkat pendapatan
penduduk yang relatif tinggi, adanya
fandasan hukum penataan rvang vang
efektif disertai dengan prosedur pelak-
sanaan yang kuat. Sementara itu, konsep
dan model perencanaan yang dijadikan
paradigma di Indonesia banyak yang
begitu saja diambil dari negara maju yang
karakteristiknya sangat berbeda.

Perlu dikemukakan bahwa badan interna-
sional, baik lewat koordinasi PBB maupun
kelembagaan internasional lainnya, mem-
berikan perhatian yang cukup besar pada
pendekatan  perencanaan  pembangunan
kota. Hoshino (1994) mengidentifika-
sikan “the new internationalist urban
policy approach” dalam 7 pilar sebagai
berikut:

1) Kewenangan dalam pengambilan ke-
putusan, sumber keuangan dan ke-
mampuan  teknts  hendaknya dide-
sentralisasikan pada pemerintah dae-
rah (kota);

2) Perencanaan dan pengendalian pem-
bangunan hendaknya dijadikan pedo-
man pembangunan perkotaan;

3} Dengan pembatasan tertentu, penga-
daan sarana dan prasarana hendaknya
diserahkan pada pihak swasta;

4) Perencanaan dan Manajemen Kota
hendaknya meliputi kawasan perlu-
asan perkotaau,

3) Peremajaan  dan  pemugaran  kota
dalam  banyak hal akan berhasil
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apabila berakar dari skala RT atau
komunitas;

6) Berkaitan dengan hal tersebut di atas,
telah disadari bahwa “proyek” per-
kotaan saja tidak dapat memecahkan
permasalahan sistem secara menye-
luruh yang dihadapi berbagai wilayah
perkotaan;

7) Hendaknya juga disadari bahwa kota
tidak dibangun oleh pemerintah tetapi
oleh sektor swasta.

Pokok-pokok kebijaksanaan tersebut telah
dituangkan pula di dalam landasan kebi-
Jaksanaan nasional pembangunan kota,
khususnya prasarana kota, yang dike-
luarkan Bappenas dalam rangka P3KT,
yaitu sebagai berikut:

. Pembangunan prasarana perkotaan
serfa  pemeliharaannya pada prin-
sipnya merupakan wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah Daerah
(Tingkat 1) yang bersangkutan (Kota-
madya/lCabupaten), dengan bantuan
dan  bimbingan dari  Pemerintah
Daerah  Tingkat [ (Propinsi) dan
Pemerintah Pusat

2. Perencanaan dan penyusunan program
serta penurunan prioritas  investasi
untuk pembangunan perkotan bagi
masing-masing  tingkat pemerintah
akan terus disempurnakan berdasar-
kan pendekatan desentralisasi  dan
/atau dekonsentrasi serta keterpaduan
seperti yang antara lain telah dilak-
sanakan melalui  Program Pem-
bangunan Prasarana Kota (P3KT
AUTDP).

3. Dalam rangka mengembangkan tang-
gung jawab Pemerintah Daerah dalam
penyediaan prasarana perkotaan maka
akan lebih ditingkatkan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam mobilisasi
sumber-sumber dana dan optimasi
penggunaan pendapatannya.

4. Sesuai dengan prinsip desentralisasi
dari wewenang dan tanggung jawab
dalam pembangunan prasarana perko-
taan, maka akan disempurnakan pula
sistem pendanaan guna pembangunan
prasarana perkotaan, denpan:
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o menyempurnakan/ memantapkan
tata cara pinjaman dari pemerintah
pusat kepada Pemecrintah Daerah
dalarm menyediakan investasi pra-
sarana perkotaan

e menyediakan insentif untuk mobi-
lisasi sumber daya fokal dan dana
pinjaman

5. Kemampuan tenaga dan kelembagaan
dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan
Tingkat 11 dalam melaksanakan kegi-
atan pembangunan perkotaan secara
lebih efektif akan ditingkatkan mela-
lui pengembangan kelembagaan dan
penyempurnaan prosedur sejauh hal
tersebut dipertukan serta latihan /pe-
nataan berdasarkan suatu program
pendidikan dan latthan terpadu bagi
pengembangan kelenagaan aparatur
Pemerintah Daerah.

6. Koordinasi dan konsultansi antara
berbagai instansi dan tingkat peme-
rintah (Pemerintah pusat, Pemerintah
Daerah Tingkat I, dan Tingkat 1)
yang terkait dalam pembangunan pra-
sarana perkotaan akan dilanjutkan
dan dimantapkan guna meningkatkan
kelancaran perencanaan dan pelak-
sanaan kegiatan pembangunan serta
menyediakan tata cara (inekanisme}
untuk menelaah lanjut dan meru-
muskan rekomendasi berbagai kebi-
jaksanaan untuk masa depan.

Menteri Negara Percncanaan Pem-

bangunan Nasional/Ketua Bappenas juga

telah mencanangkan bahwa menghadapi

PIP il, pembangunan indonesia telah

melakukan antisipasi sebagai berikut:

1) transformasi ekonomi dan demografi
mengarah ke kehidupan perkotaan;

2) kehidupan perkotaan yang berjaan ke
lingkungan yang meng "global”;

3) scktor swasta semakin berperan

4) proses desentralisasi dalam rangka
otonomi daerah, tuntas di akhir PJP;

5) peran-serta masyarakat meningkat

6) pembangunan berkelanjutan.

Penataan kota, bherdasarkan  Undang-
Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Pena-
taan Ruang. berkaitan dengan bagaimana
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memanfaatkan fungsi kawasan perkotaan
tersebut bagi "semua kepen-tingan secara
terpadu, berdaya guna dan berhasil guna,
serasi, selaras, seimbang dan berke-
fanjutan", sementara itu penataan juga
harus berazaskan “keterbukaan, persa-
maan, keadilan dan perlindungan hukum"

{(pasal 2). Selanjutnya penataan ruang

kawasan kota harus memperkajtkan

beberapa hal sebagai berikut:

a. diselenggarakan scbagai bagian dari
penataan ruang wilayah Nasional atau
wilayah Daerah Tingkat [ atau wila-
vah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat 11

b. diselenggarakan untuk mencapai :

e kawasan perkotaan yang optimal,
serasi, selaras dan seimbang da-
lam pengembangan kehidupan
manusia,

e meningkatkan fungsi kawasan
perkotaan secara serasi, selaras
dan seimbang antara perkem-
bangan lingkungan dengan tata
kehidupan masyarakat.

o mengatur pemanfaatan ruang guna
meningkatkan kemakmuran rakyat
dan mencegah serta menaggulangi
dampak negatif terhadap ling-
kungan alam, lingkungan buatan,
dan lingkungan sosial.

Upaya lain yang dilakukan dalam
Penataan Kota adalah pemanfaatan ruang.
Pemanfaatan ruang seperti yang dimak-
sudkan oleh Undang-Undang No. 24
Tahun 1992 pasal 5, dilakukan melalui
pelaksanaan program pemanfaatan ruang
beserta pembiayaannya, yang didasarkan
pada rencana tata ruang. Pemanfaatan
tersebut diselenggarakan secara bertahap
sesuai dengan jangka waktu yang dite-
tapkan dalam rencana tata ruang. Lebih
lanjut penataan ruang juga diikuti dengan
proses pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengendalian pemanfaatan ruang yang
dimaksudkan di dalam UU No. 24 Tahun
1992, diselenggarakan melalui kegiatan
pengawasan dan penertiban terhadap
pemanfaatan penataan ruang, scdangkan
khusus untuk Daerah Tingkat 1 juga
melalui mekanisme perijinan.

Jurnal PWK -9



Masalah yang dihadapi dalam Penataan
Tata Ruang Kota dewasa ini adalah RUTR
1985-2005 dinilai kurang dinamis dalam
menganggulangi atau menampung peiye-
suaian yang diakibatkan oleh mening-
katnya kebutuhan perkembangan  kota
{(khususnya pembangunan oleh prhak
swasta} dan urbanisasi yang cepat. Hal itu
Juga ditambah dengan proses penyusunan
Perencanaan yang terlalu kompleks di satu
pihak, tetapi juga dituntut penjabaran yang
lebih detaif di pihak lainnya sangat
membutuhkan wakte yvang lama. Semep-
tara ity kemampuan  dana, wakiu dan
tenaga ahlt yang tersedia masih terbatas.
dan keterlibatan warga kota masih kurang.
Kelemahan  kelembagaan  peme-rintah
vang terlalu sentralistis di dalam pelim-
pahan kewenangan dalam penanganan
penataan ruang diperburuk dengan belum
mantapnya hubungan kerjasama swasta
dan pemerintah.  Lebih lanjut masalalh
penataan ruang Kota mendapat tantangan
vang  selit  di dalam menghadapi
perkembangam kota di kawasan kumub
yang melibatkan banyak sektor informal
dan golongan masyarakat berpendapatan
rendah.

Kegiatan perencanaan tata ruang  hen-

daknya tidak berhenti setelah dibuataya

rencana fata guna lahan. Akan tetapi perlu

dilanjutkan pada perumusan komponen-

komponen manajemen  kawasan kota,

sesuai dengan VU No. 24 Tahun 1992

perit diikuti dengan kegiatan sebagai

berikut:

a) penetapan  program  pemanfaatan
ruang;

b) penctapan pembiayaan, dan

¢) penetapan  pentahapan  dan jangka
wakiu,

Permasalahan  yang  dibadapi  kemudian
adalahapakah “ihe new planiing  pore-
digm”™ yang divekomen-dasikan di dalam
“the  International  Conference on Re-
appraising the Urban Planning Process as
an - AInstrument  of  Sustainable  Urban
Development and Management” {Nairobi,
1994)  vang  mengemuokakan beberapa
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komponen efektif dalam penataan kota
dapat diterapkan di DKI Jakarta?

Komponen efekiif yang dimaksud adalah:
. Partisipasi Masyarakat

Penataan Ruang kota harus member-
lakukan forum konsuitasi vang eks-
tensif pada semua tahapan proses
teknik  maupun  prosedur adminis-
tratifnya. Pendekatan partisipatif ini
sedikitnya akan:

s mengarahkan kepada  sasaran-
sasaran yang febih jelas dan tajam
bagi setiap intervensi perencanaan

» membangkitkan perasaan ikut me-
miliki dan  memanfaatkan pe-
ngetahuan masyarakat yang eks-
tenst! tentang lingkungan sekitar
mereka

e membangun kepedulian masya-
rakat melalui kampanye media
massa, kelompok kerja, dan se-
bagainya

e memperkuat instrumentasi  dan
sarana pengelolaan perkotaan dan
meningkatkan keterlibatan masya-
rakat dalam penyelamatan dan
perlindungan  lingkungan. pem-
bangunan, dan pengadaan kegiat-
an dan pelayanan kota, serta

e meningkatkan keterbukaan dan
akuntabilitas proses perencanaan
itu sendiri.

Bentuk-bentuk partisipasi ini dan juga
keterlibatan semua pihak berikut (no.
2} juga tefah diatur dalam UU No. 24
tahun 1992 dan peraturan pemerintah
yang segera selesai distapkan.

J

Keterlibatan semua pihak yang berke-
pentingan dan terkait

Proses penataan ruang harus mampu
mengembangkan koordinasi dan tin-
dakan seluruh kelompok yang berke-
pentingan sejak tahap dini dari proses
perencanaan, pemanfaatan rencana,
dan pengendalian pemanfaatan renca-
nanya. Kelompok-kelompok yang ber-
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kepentingan dan terkait tersebut terdiri

dari:

e Semua pihak  vang  kepen-
tingannya bersinggungan dengan/
dipengaruhi olehi proses peren-
canaan ruang kota, seperti kalang-
an rumah tangga biasa, bisms,
kelompok-kelompok kbusus ma-
syarakat, pemilik tanan, dan
sebagainya

»  Pihak-pthak vang berfungsi dan
berkepentingan dengan pengen-
dalian pemanfaatan ruang kota,
seperti  politisi, perencana, pe-
modal-pemodal utama, dan ins-
tansi-instansi pelaksana

¢ Pihak-pihak vang dapat berkon-
tribusi kepakaran maupun infor-
masi yang relevan dengan pena-
taan ruang, seperti lembaga swa-
daya masyarakat, masyarakat
bisnis, perbankan, pakar-pakar
akademis, dan asosiasi profesi
pelaksana yang ada.

Untuk itu pengembangan suatu sistem
informasi yang lebih baik untuk setiap
kota dan/atau perkotaan, serta tersedia
bagi, atau dapat diakses oleh seluruh
pihak tersebut di atas, akan sangat
membantu setiap keterlibatan masing-
masing pihak.

Sustainability

Konsep ESD (Environmentally
Sustainable Development) yang dila-
hirkannya telah menjadi pola pikir dan
pola tindak baru dalam upaya pena-
taan ruang perkotaan saat int. Kegi-
atan penataan ruang perkotaan di
wilayah DKI Jakarta pun; baik yang
menyangkut perencanaan tata ruang
(termasuk peninjauan kembali), pe-
manfaatan ruang, maupun pengen-
dalian pemanfaatan ruang; dengan de-
mikian harus mengedepankan pola
pikir dan tindak ini.

Konsep ESD (Pembangunan Ber-
kelanjutan Berwawasan Lingkungan)
pada dasarnya mengandung tiga
elemen dasar; tidak hanya elemen
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tradisional ‘lingkungan’ tetapt juga
elemen ‘sosial’ dan ‘ekonomi’ dari
pembangunan, vyang harus diikut-
sertakan jika lingkungan permukiman
ingin berkelanjutan. Aspek ‘manusia’
kemudian menjadi salah satu isyu
sentral dalam pelaksanaan konsep ing
di lingkungan hidup perkotaan.

I3 lain pihak, secara ‘teknis’ konsep
ESD dalam penataan ruang perkotaan
mencakup antara lain hal-hal berikut:
a) Pemanfatan sumber daya perko-
taan dengan mempertimbangkan
wilayah yang lebih luas (city-

region}.

b) Pengembangan bentuk dan struk-
tur perkotaan  yang “hemat-
energi”’

¢) Pemanfaatan lahan  perkotaan
yang menghindari “kawasan peka
lingkungan™.

d) Penggunaan prosedur Analisis
Dampak Lingkungan sebagai sa-
lah satu dasar dalam penilaian
usulan  pembangunan kegiatan
yang diduga akan membert dam-
pak penting terhadap lingkungan
hidup perkotaan.

Kelayakan Finansial

Rencana Tata Ruang harus disusun
dengan perhatian penuh pada im-
plikasi finansial atas segala sesuatu
(baik vyang bersifat spasial maupun
aspasial) yang diusutkan dalam doku-
men rencana tersebut, misalnya impli-
kasi terhadap biaya modal, operasio-
nal dan pemeliharaan, serta meka-
nisme-mekanisme cost-recovery po-
tensialnya. Mekanisme finansial yang
inovatif harus dipertimbangkan, selalu
harus diingat bahwa tipikal keuangan
pemerintah daerah adalah mempunyai
dasar finansial yang mudah goyah.
Bidang perpajakan dari pemerintah
pusat dan daerah, serta transfer antara
pemerintah pusat dan daerah (perim-
bangan keuangan) harus dirasio-
nalisasikan kembali dalam rangka
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mendukung  penyempurnaan  proses-
proses ruang perkotaan.

n

Subsidiarity

Prinsip dari Subsidiarity yaitu peng-
ambilan keputusan terhadap isu-isu
penataan ruang padas tingkat paling
rendah yang cocok dengan pencapaian
sasaran-sasaran yang diharapkan akan
membantu memaksimalkan keefektii-
an dan partisipast dalam proses pena-
taan ruang.

6. Koordinasi Horisontal dan Vertikal

Dalam rangka menyelaraskan dan
mengharmoniskan keseluruhan renca-
na-rencana pembangunan dari tingkat
nastonal dan regional dengan rencana-
rencana dan kepentingan-kepentingan
lokal serta untuk mencapai kese-
pakatan antar berbagai rencana ter-
sebut, harus diperbaiki sistem ko-
ordinasi vertikal antara informasi dan
kepentingan fokal yang bersifat
bottom-up  dengan  informasi  dan
arahan kebijaksanaan yang bersifast
top-down.  Pada saat yang sama,
koordinasi horisontal harus diman-
tapkan dan diperkuat antara fungsi-
fungsi  penataan  ruamg, keuangan
/anggaran. sektoral, sosial-ekonomi,
dan  kesegjahteraan sosial  dengan
fungsi-fungsi institusional pengelo-
laan perkotaan, tentunya dengan me-
manfaatkan lembaga-lembaga yang
ada sampai dengan tingkat paling
bawah di masyarakat (neighborhood).

V. Unsur dan Faktor Pokok
Pengembangan Jakarta

Pertumbuhan dan perkembangan Jakarta
sechagai ibukota negara memiliki peran
yvang multi fungsi. Pertumbuhan dan
perkembangan DKI Jakarta dipengaruhi
dan ditentukan oleh berbagai faktor
perkembangan internal maupun ekster-
nalnya vang berkembang secara dinamis.
Perkembangan sosial budaya, sostal eko-
nomi dan politik yang terjadi sejak dekade
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terakhir ini memerlukan adanya upaya
mereorientasikan unsur-unsur dan faktor-
taktor perkembangan kotanya. Reorientasi
unsur dan faktor perkembangan yang
berdasarkan kepada unsur dan faktor
berpengaruh ini dengan sendirinya akan
mempunyai implikast terhadap aspek fisik
dan tata ruang kota Jakarta.

Dari faktor-faktor problematis maupun
potensial yang menyangkut perkembangan
kota Jakarta ini dapat dikemukakan tiga
unsur dan faktor pokok yang memerlukan
pemikiran di dalam menghadapi per-
kembangan Jakarta di masa yang akan
datang, vaitu:

Pertama, bahwa sistem aliran sungai yang
berada di kota Jakarta yaitu yang meliputi
13 buah sungai sangat berpengaruh dan
bahkan menentukan perkembangan kota
Jakarta. Ke-13 sungai ini pada kenya-
taannya telah merupakan unsur kota yang
problematik tetapi juga dapat menjadi
unsur yang potensial. Oleh karena itu
pemikiran peran dan fungsi ke-13 sungai
dalam penataan ruang DKI Jakarta akan
merupakan hal yang sangat esensial.

Kedua, perkembangan kota Jakarta juga
sangat dipengaruhi oleh perkembangan
fungsi-fungsi kota yang merupakan tang-
gapan terhadap berbagai perubahan yang
terjadi sccara internal maupun eksternal
termasuk adanya globalisasi di berbagai
bidang.

Ketiga, bahwa berbagai perubahan dan
dinamika baru ini dengan sendirinya pula
akan mempunyai implikasi terhadap
penataan ruang kota Jakarta agar masih
selal dapat mengakomodasikan setiap
perkembangan  secara terkendali dan
terarah sehingga dapat dicapai peman-
faatan secara efisien dan optimal di masa
yang akan datang.

V. Implikasi Tata Ruang Dari
Perkembangan DKI Jakarta

Perkembangan Jakarta sebagai suatu
metropolis  pada kenvataannya telah
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menunjukkan dinamika pembangunan
yang sangat besar. Dinamika ini disebab-
kan oleh daya kekuatan internal Kota
Jakarta sendiri, wilayah sekitar, nasional
maupun global yang telah mengakibatkan
perkembangan di berbagai bidang perko-
taan sosial budaya, sosial ekonomi mau-
pun fisiknya. Keadaan ini jelas telah me-
nyebabkan berbagai perkembangan di
dalam pelaksanaan RUTR dan RBWK-
nya.  Pengakomodasian berbagai daya
pembangunan kota potensial telah me-
nyebabkan terjadinya  pergeseran-per-
geseran dati target-target pembangunan
kota sebagaimana yang telah digariskan
pada RUTR. Pergeseran ini menyangkut
segi  kependudukan, kegiatan kerja,
penggunaan dan pemanfaatan lahan kota,
pengadaan prasarana perkotaan, sarana
fasilitas umum dan sosial serta pola ran-
cang kota, tata bangunan dan estetika
kota, Untuk menjaga kesinambungan
pem-bangunan kota, serta untuk dapat
tetap mengendalikan pembangunan kota
suaty evaluasi terhadap Rencana Umum
Tata Ruang DKI Jakarta 1985-2005 ada-
lah esensial.

Dari  pengalaman  penerapan  RUTR
Jakarta 1985-2005 menunjukkan bahwa
RUTR masih perlu  diefektifkan ke-
mampuannya sebagai alat pengarah dan
pengendali perkembangan kota yang
akomedatif.  Untuk ini keluwesan atau
fleksibilitas Rencana Tata Ruang tersebut
adalah esensial. Oleh karcna itu meng-
hadapi masa-masa mendatang yang penuh
dengan dinamika pembangunan kota ini
DKI fakarta periu untuk memiliki suatu
Rencana Penataan Ruang Kota yang
sesuai dengan kebutuhan tuntutan baru
tersebut. Uniuk hal tersebut, serta penye-
suatannya dengan Undang-undang No. 24
Tahun 1992 ftentang [Penataan Ruang.
maka Rencana Umum Tata Ruang untuk
DK! Jakarta scyogyanya disusun pada
kedalaman serta kinerja sebagai suatu
instrumen  pengarahan  yang struktural
sehagai suatu Rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi berwawasan kota berke-
dalaman suatu Rencana Struktur Kota
yang dapat mewadahi sifat dinamika
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pembangunan kota yang dinamis. Dengan
mengacu kepada berbagai ketentuan dan
peraturan serta prosedur penyusunan Ren-
cana Tata Ruang Kota yang berlaku di
Indonesia maka Rencana Tata Ruang Wi-
layah untuk DKI Jakarta ini pada dasarnya
akan meliputi dua tahapan yartu:

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
DKI Jakarta yang berkedalaman Rencana
Pola dan Struktur Pemanfaatan Ruang
Kota dengan 5 (fima) komponen pokok,
vaitu pengembangan 3 (liga) komponen
pola pemanfaatan tata ruang kota
kawasan pengembangan permukiman, ka-
wasan yang memiliki prospek ekonomt,
kawasan  lindung/preservasi/konservasi,
serta 2 komponen pengembangan struktur
pemanfaatan ruang kota: sistem pusat
kegiatan kota (sosial budaya, sosial eko-
nomi dan pemerintahan), dan sistem
jaringan prasarana kota.

Masing-masing komponen dari kelima
komponen ini akan mewadahi secara
luwes dan dinamis setiap perkembangan
fungsi kegiatan kota yang sesuai dengan
lingkup fungsi kompanen tersebut.

RTRW DKI Jakarta terdirt dari RTRW
DK Jakarta - tingkat provinsi, dan RTRW
Kotamadya - tingkat wilayah.

Rencana Lokal yang meliputi rincian dan
Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta
pada bagian-bagian wilayah kota atau
kawasan-kawasan fungsional tertentu yai-
tu yang terdiri dari RTRW Kecamatan ,
RTRW Kelurahan atau Kawasan Fungsi-
onal (LRK) dan kemudian lebih dirinci
dalam Rencana tata Letak Bangunan
(RTLB) dan Panduan Rancang Kota
{PRK).
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